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. ABSTRAK

PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat merupakan
partai besar yang ada di Indonesia dan di
Provinsi Jambi,Pada pemilu legislatif tahun 2014
di Provinsi Jambi Partai Demokrat berhasil
sebagai pemenang pemilu dengan mendapatkan 9
kursi 4 di antaranya perempuan sedangkan PDIP
sebagai pemenang pada posisi 3 dengan 7 kursi
namun tidak ada caleg perempuan yang terpilih.
Oleh karena itu, Pola rekrutmen dan faktor-faktor
yang mempengaruhi pola rekrutmen caleg
perempuan yang di gunakan DPD PDIP dan
Partai Demokrat menjadi fokus kajian dalam
penelitian ini.

Penelitian ini  mengunakan metode
kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data
mendalam dan

melaluhi wawancara

dokumentasi. Sebagai informan dalam penelitian

ini yaitu ketua,pengurus dan caleg dari PDIP dan
Partai Demokrat Provinsi Jambi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan pola
DPD PDI

Perjuangan dan Partai Demokrat pada pemilu

rekrutmen caleg perempuan
legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi sama-
sama mengunakan pola partisanship,meritocratic
Namun PDIP lebih

dominan merekrut caleg perempuan dari pola

dan compartementalization.

Partisanship dengan jumlah 8 orang, Sedangkan
Partai Demokrat lebih dominan mengunakan
pola Meritocratic dengan jumlah 10 orang.
Faktor-faktor  yang
rekrutmen caleg perempuan PDIP adalah Proses

mempengaruhi  pola

rekrutmen di tingkat internal partai dan
Permintaan kelompok penentu kebijakan partai.
Sedangkan Partai Demokrat hanya di pengaruhi
oleh Kandidat yang menyatakan diri untuk ikut

dalam pemilu.
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Kesimpulan dan rekomendasi dalam
penelitian ini adalah pola rekrutmen yang di

gunakan DPD PDIP dan Partai Demokrat terdiri

dari  pola  Partisanship,meritocratic ~ dan
Compatamization.Faktor-faktor yang
mempengaruhi meliputi Proses

rekrutmen,Permintaan penentu kebijakan dan
Kandidat yang menyatakan diri. Penelitian
selanjutnya agar memfokuskan pada metode
mixmethod dengan alasan data yang didapat jauh
lebih

rekrutmen caleg perempuan yang di gunakan

lengkap untuk membandingkan pola

oleh partai politik.
Kata Kunci : Partai Politik,Rekrutmen
caleg,Pemilu.

ABSTRACT

PDI-P and the Democratic Party is a great party
in Indonesia and in the province of Jambi, In
legislative elections in 2014 in the province of
Jambi Democrats succeeded as the winner of the
election by gaining nine seats four of whom were
women, while the PDI-P as the winner at
position 3 with 7 seats but no women candidates
were elected. Therefore, the pattern of
recruitment and the factors that influence the
recruitment pattern of women candidates are in
use DPD PDIP and the Democratic Party became
the focus of study in this research.

This study uses a qualitative method.
The data depth

interviews and documentation. As the informants

collected with melaluhi

in this study is the chairman, the board and the
candidate of the PDI-P and the Democratic Party
of Jambi Province.

The results of this study indicate the
recruitment pattern of female candidates PDI-P
and the Democratic Party in legislative elections
in 2014 in the province of Jambi together using
the pattern of partisanship, meritocratic and
compartmentalization. But the more dominant
PDIP recruit female candidates of the pattern of
partisanship by the number 8, while Democrats
are more dominant meritocratic use patterns with
the number of 10 people. Factors that influence
the recruitment pattern of female candidates in
the recruitment process PDIP is internal party
level and request group deciding party policy.
While the Democratic Party is only influenced by
candidates who declare themselves to participate
in the elections.

Its conclusions and recommendations
of this study is the recruitment pattern that is in
use DPD PDIP and the Democratic Party is
composed of a pattern of partisanship,
meritocratic and Compatamization.Faktor the
factors that influence the recruitment process
includes, Demand policymakers and candidate
states themselves. Subsequent research in order
to focus on methods mixmethod citing data
obtained much more complete to compare
patterns of recruitment of women candidates are

in use by a political party.
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|. PENDAHULUHAN

Perempuan memiliki peran dan pungsi
penting dalam pembangunan suatu Negara dalam
pasal 27 UUD 1945 di sebutkan kedudukan
perempuan sederajat dengan laki-laki dibidang
hukum dan pemerintahan,dalam perundang-
undangan politik yang tertera dalam UUD telah
tercerminkan bahwa kaum perempuan sama
halnya dengan kaum laki-laki memiliki hak
untuk dipilih maupun memilih,itu artinya peran
perempuan dalam politik dan pemerintahan
sudah di jamin oleh konstitusi lebih-lebih di alam

demokrasi seperti Indonesia.

Tuntutan keterlibatan perempuan dalam
pembangunan menjadi suatu konsekuensi logis
guna menghujudkan
Yakni

negaranya berperan aktif dalam pembangunan.

kehidupan bernegara

berpartispasi. menjamin setiap warga
Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga
Negara seperti halnya parlemen merupakan

tuntutan yang harus dilakukan jika ingin

membangun Indonesia dengan sistem yang

benar-benar demokrasi (Poetra,2013).

Hadi (2015) menjelaskan bahwa untuk
merealisasikan tuntutan terhadap keterwakilan
perempuan pemerintah telah membuat undang-
kaum

undang Yyang mengatur keterlibatan

perempuan untuk menjadi anggota legislatif
melalui partai politik yang ada. Undang-undang
no 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang berbunyi
Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat
mengajukan DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk

calon Anggota
setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan
keterwakilan
30%.

perempuan sekurang-kurangnya

Kemudian diperkuatkan oleh Undang-
Undang No 8 tahun 2010 pada pasal 53 sampai
58 dimana menyangkut sistem kuota 30% bagi
perempuan. Dan yang paling baru pada undang-
undang 8 tahun 2012 pasal 55 berbunyi Daftar
bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan. Serta pasal 56
ayat 2 undang-undang 8 tahun 2012 juga
menguatkan  keberadaan  perempuan pada
perpolitikan yang berbunyi di dalam daftar bakal
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan

bakal calon.

Dengan  belum  tercapainya  30%

keterwakilan  perempuan di  pemerintahan

ataupun di parlemen ini memebuat suatu

pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh
partai politik dimana dalam hal ini Partai politik
institusi inti  dari

merupakan salah satu

pelaksanaan demokrasi moderen. Demokrasi



moderen mengandaikan sebuah sistem yang
disebut keterwakilan (representativeness), baik
keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan
seperti lembaga legislatif (DPR/DPRD) maupun
keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi
kepartaian,dalam partai politik terdapat beberapa

fungsi diantaranya fungsi rekrutmen.

Pada pemilu Legislatif tahun 2014 Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai
Demokrat mengeluarkan kebijakan tentang pola
rekrutmen caleg yang akan di gunakan agar
mendapatkan calon yang di inginkan, Partai
(PDIP)

menerapkan

Demokrasi  Indonesia  Perjuangan

mempunyai  kebijakan  untuk
mekanisme rekrutmen Calon Anggota Legislatif
dengan pola baru dan proses yang lebih ketat
bedasarkan dalam Surat Ketetapan Nomor: 061/
TAP/ DPP/ 1lI/ 2013.

diharapkan mampu memunculkan wakil-wakil

Dengan demikian
rakyat yang terbaik termasuk dari kalangan
perempuan,baik pada tingkat DPR RI, DPRD
Provinsi, dan DPRD
(Ariwibowo, dkk. 2013) .

Kabupaten/Kota

Sedangkan Partai Demokrat menerapkan
pola rekrutmen caleg yang lebih mengandalkan
kualitas, integritas, dan kapasitas caleg yang
bersangkutan.Pola ini hampir sama dengan pola
rekrutmen yang dilakukan pada pemilu tahun
2009, dimana caleg yang direkrut Partai
Demokrat kebanyakan berasal dari kader internal

yang dimana kader tersebut telah di didik dan

ikut bersama-sama membesarkan nama partai,
dan juga merekrut dari kalangan non kader yang
memiliki keilmuan,kemampuan yang khusus atau
memiliki ketokohan di tengah-tengah masyarakat
(Poetra,2013).

Berdasarkan hasil pemilu Legislatif tahun
2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) berhasil menjadi partai pemenang pemilu
dengan memperoleh 103 kursi, tentunya jumlah
ini lebih meningkat dari pemilu sebelumnya
tahun 2009 yang mana hanya memperoleh 93
kursi di parlemen. Sedangkan Partai Demokrat
hanya memperolen 61 kursi padahal pemilu
sebelumnya 2009 berhasil sebagai pemenang

pemilu dengan jumlah 148 kursi di parlemen.

Kesuksesan Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) menurut penulis tidak
terlepas dari hasil kebijakan partai yang
memperketat rekrutmen calon legislatif dan

pengaruh kader-kader partai yang selama ini
sukses menjadi Kepala Daerah, seperti Joko
Widodo atau sering di kenal yang Jokowi
sekarang sebagai Presiden Republik Indonesia
,Ganjar Pronowo Gubernur Jawa Tengah dan
pigur
ketiga tokoh ini sudah sangat di kenali oleh

Tririsma sebagai Wali Kota Surabaya

masyarakat Indonesia.

Sedangkan menurunya jumlah  kursi
Partai Demokrat menurut penulis tidak terlepas

dari banyaknya kader-kader yang tersandung



kasus korupsi seperti Mantan ketua Umum Anas
Urbaningrum,Muhammad Nazarudi dan Enjelina
Sondank. Untuk jumlah caleg perempuan yang
terpilinh dari kedua partai tersebut dapat di liat

pada table di bawah ini :

Table 1. Perolehan Kursi Caleg Perempuan Pada

Pemilu Legislatif Tahun 2014 Tingkat Nasional

No Partai Jumlah Kursi %
1 PDIP 21 3.75
2 GOLKAR 16 2.86
3 DEMOKR 13 2.32
AT
4 GERINDR 11 1.96
A
5 PPP 10 1.79
6 PAN 9 1.61
7 PKB 9 1.61
8 NASDEM 4 0.71
9 HANURA 2 0.36
10 | PKS 1 0.18
11 | PBB 0 0
12 | PKPI 0 0

Dari tabel diatas,dapat di ketahui jumlah

caleg perempuan dari Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mendominasi
pada perolehan kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dengan jumlah 21 atau bertambah
satu kursi dari periode sebelumnya dan Partai
Demokrat berada di posisi ketiga dengan jumlah
13 kursi. Jumlah ini jahuh lebih menurundari

periode sebelumnya yang mendapatkan 36 kursi.

Namun besarnya jumlah caleg perempuan
yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) serta menurunya jumlah caleg perempuan
yang terpilih dari Partai Demokrat ternyata hasil
tersebut tidak berpengaruh banyak pada hasil
perolehan kursi di tingkat Daerah, Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam hal ini di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun
2014 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Provinsi Jambi telah menetapkan 55 caleg
terpilin sebagai Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode
2014-2019. Hasil tersebut dapat di liat pada table

di bawah ini :

Table 1. Perolehan Kursi Di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi Pada
Pemilu Legislatif Tahun 2014

Sumber :KPU RI Tahun 2014

No | Partai Jumlah Kursi jm | %

Ih

Ll % |P| %




1 PDIP 51909 [4/21 |9 |16.3

2 GOLKAR |7 [127 |1]16 |8 |145

3 DEMOKR |7 | 127 |0|13 |7 |12.7
AT 3 3

4 GERIND |5 (909 |1/11 |6 |10.9

RA 1
5 PPP 51909 |1/10 |6 |109
1
6 PAN 51909 (0]9 5 19.09
7 PKB 41727 |0]9 4 | 7.27

8 NASDEM |3 | 545 |0| 4 3 |545

9 HANURA |3 | 545 | 0|2 3 |545

10 | PKS 31545 |0]1 3 |545
11 | PBB 11182 |0]0 1 ]182
12 | PKPI 0|0 0|0 0 |0

Sumber :KPUD Provinsi Jambi Tahun 2014.

Dari tabel di atas, dapat diketahui Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya
memperoleh 7 kursi atau berada di posisi ketiga,
sedangkan Partai Demokrat berhasil memperoleh
9 kursi dan berhasil sebagai pemenang Pemilu
Legislatif di Jambi,

Provinsi namun yang

menariknya di antara 7 caleg yang terpilih dari

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
tidak ada satu pun caleg perempuan, sedangkan
Partai Demokrat diantara 9 caleg yang terpilih
terdapat 4 caleg perempuanPada hal berdasarkan
data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Provinsi

Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat sama-

Jambi Partai Demokrasi
sama telah memenui kuota 30% keterwakilan
perempuan pada 6 wilayah pemilihan yang ada di
Provinsi Jambi dengan jumlah masing-masing

partai 17 caleg perempuan.

Dengan banyaknya caleg perempuan
yang terpilih dari Partai Demokrat dan tidak
adanya satupun caleg perempuan yang berhasil
Demokrasi  Indonesai

terpilin  dari  Partai

Perjuangan, oleh karena itu penulis beralasan

untuk meneliti kedua partai tersebut serta

membandingkan ~ Pola  Rekrutmen  caleg
perempuan yang digunakan pada Pemilihan

Umum Legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan

di atas, maka dapat dirumuskan bahwa

permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pola Rekrutmen Calon Legislatif
Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014
Pada

Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai

Dewan Pimpinan Daerah Partai

Demokrat di Provinsi Jambi ?



2. Faktor-faktor mempengarui  Pola

yang

Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan
Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Dewan
Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dan Partai Demokrat ?
Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengambarkan dan menganalisis serta

membandingkan Pola Rekrutmen caleg
perempuan yang dilakukan Dewan Pimpinan
Daerah  Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan dan Partai Demokrat pada Pemilu

legislatif Di Provinsi Jambi tahun 2014.

2. Untuk mengambarkan dan meganalisis faktor
apa saja yang mempengaruhi pola rekrutmen
pada Dewan Pimpinan Daerah Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai

Demokrat dalam pemilu legislatif tahun 2014.
I.LKERANGKA TEORI
1. Pola Rekrutmen

Pola merupakan corak, model, system,
cara kerja, bentuk (struktur yang tetap dan
rencana). Pola rekrutmen adalah konstansi
berbagai praktek rekrutmen oleh partai politik.
Sungguhpun pada dasarnya setiap partai harus
berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial
manapun, namun pada level parktis. Kerapkali
sulit dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe

partai menstrukturkan perbedaan dalam menatap

konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi
partainya Imawan dkk (2010: 17)

Pola rekrutmen politik adalah bentuk,
cara dan proses pengisian jabatan-jabatan pada
lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik
dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang
yang akan menjalankan kekuasaan politik. Ada
dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu
rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam
model rekrutmen terbuka, semua warga negara
yang
kemempuan, kecakapan, umur, keadaan fisik,

memenuhi  syarat  tertentu(seperti

dsb) mempunyai kesempatan yang sama untuk

yang
lembaga lembaga politik, termasuk partai politik

menduduki  posisi-posisi ada dalam
dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang
yang akan menjalankan kekuasaan politik. sistem
rekrutmen tertutup , kesempatan tersebut
hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang.
Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta
integritas tokoh masyarakat biasanya sangat
jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil

elit itu sendiri. (Suharno, 2004: 117).

Dari  beberapa teori tentang Pola
rekrutmen diatas, teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori yang dikembangkan
Barbara Geddes yang memfokuskan pada Pola
pengkrerutmen vyang akan di teliti. Pola
rekruitmen yang dikembangkan oleh Geddes
(1996) mengkalasifikasikan Pola

menjadi 4 model yaitu:

rekruitmen



1. Partisanship,

yakni rekruitmenpolitik dari
partai politik yang dinilai atas loyalitasnya
pada partai dan berusaha mengumpulkan

partisan  dan  kurang  memperhatikan
kompetensi.biasanya dalam proses ini partai
lebih

memperhatikan kader-kader nya yang selama

politik cenderung merekrut atau

ini ikut dalam membesarkan partai.

. Meritocratic yakni rekruitmenpolitik dari

kalangan yang memiiliki kompetensi tinggi
seperti pengusaha, teknokrat, guru dan pekerja
ahli. Biasa nya model ini  lebih

memperhatikan tokoh-tokoh masyarakat yang

sangat  berpengaruh  dalam  kehidupan
sosialnya dan bukan dari kalangan kader-

kader partai tersebut.

. Compartementalization  yakni  rekruitmen
politik yang didasarkan pada pengangkatan
meritokratis informal bagi posisi-posisi yang
dipertimbangkan sebagai  penting  bagi
keberhasilan pragmatis, pada saat yang sama
untuk

memungkinkan menggunakan

pengangkatanpengangkatan lain untuk
dukungan jangka pendek dan pengembangan
pengikut yang loyal. Biasanya partai politik

dalam merekrut caleg lebih memperhatikan

kader-kader nya yang selalu Dberhasil
melaksanakan tugas partai dan sering
mendapatkan penghargaan karena

kesuksesanya membesarkan partai.

4.

Survival  yakni rekruitmen politik yang
didasarkan pada prinsip balas jasa dan
sumberdaya pelamar serta  cenderung
patronas.Biasanya model ini lebih cenderung
meliat orang luar partai yang selama ini
pernah membantu partai tersebut dalam proses

atau kegiatan partai tersebut.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi  dalam
menjalankan pola rekruitmen politik.
Noris (1997) mengemukakan bahwa

setidaknya ada 3 hal

yang mempengaruhi

pelaksanaan pola rekruitmen, yaitu :

1.

. Kandidat

Proses rekrutmen khususnya tingkat internal

partai, terutama sekali tingkat

demokratisasi diinternal partai dalam
pembuatan dan pelaksanaan aturan seleksi

kandidat legislatif.

diri

mengikuti pemilihan, berhubungan dengan

yang menyatakan untuk

tingkat motivasi dan modal politik yang

mereka miliki.
. Permintaan kelompok penentu kebijakan
partai (apakah pemilih, anggota partai,

pendukung keuangan atau pemimpin politik)
yang berhak menyeleksi dan menetukan hasil

seleksi para calon legislatif.

1. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian



Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian deskriptif kualitatif, dimana metode
menekankan

yang digunakan pada proses

penelusuran data/informasi hingga dirasakan
telah cukup digunakan untuk membuat suatu
(2001:3)

penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai

interpretasi.. ~ Menurut  Maleong
prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau
masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai
fokus Dalam

dengan masalah  penelitian.

pendekatan  kualitatif,  peneliti  berusaha
mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi
di lapangan kaitan dengan Pola rekrutmen caleg
prempuan pada pemilu legislatif Tahun 2014
yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP) dan Partai Demokrat di Provinsi Jambi.
B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dewan
Daerah (DPD) Partai

Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat.

Pimpinan Demokrasi
Dengan alasan dan pertimbangan bahwa Pada hasil
Pemilihan Umum legislatif di Provinsi Jambi
Tahun 2014 tidak ada satupun caleg perempuan
dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) yang terpilih menjadi Dewan Perwakilan
(DPRD)

Jambi.Sedangkan hasil di

Rakyat Daerah Provinsi

tingkat Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) caleg perempuan
terbanyak yang terpilih di bandingkan partai-
partai lainya. Alasan Partai Demokrat adalah
terdapat banyak caleg perempuan yang terpilih
menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPRD) Provinsi Jambi sehingga penulis ingin
membadingkan pola yang di gunakan kedua

Partai tersebut.

C. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis
data primer dan data sekunder. Sumber data
primer adalah sumber data yang diperoleh
langsung dari responden atau obyek yang diteliti,
sejalan dengan hal tersebut, menurut Lofland
(1984:47) mengatakan bahwa sumber data utama
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan
seperti  dokumen dan lain-lain. Sedangkan
sumber data sekunder, menurut Maleong

(2001:157) adalah sumber data yang diperoleh

melalui  dokumen-dokumen tertulis, arsip

yang
berhubungan dengan penelitian. Data sekunder

maupun yang lainnya pada instansi
ini juga merupakan data pendukung dan data ini
diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh
langsung dari lapangan yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan di teliti.

IV.DESKRIPSI WILAY AH
1. Sejarah Singkat Provinsi Jambi



Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat
yang
kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang

I Sumatera Barat, Jambi dan Riau,
Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten
dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan
pemekaran  terhadap  beberapa  wilayah
administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-
1999

pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

undang Nomor 54 tahun tentang
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui
Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang
Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga
sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi

Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.
2.Sejarah PDIP dan Partai Demokrat

Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan
sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi
Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari
1973.

Sedangkan Partai Demokrat pada tanggal 25
2001 terbitlah Surat

September Keputusan

Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138
tentang pendaftaran dan pengesahan Partai

Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut

Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu
partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9
Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM
Rl mengeluarkan Lembaran Berita Negara

Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan.

Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
Pola rekrutmen calon legislatif perempuan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai

Demokrat terdapat banyak perbedaan di
antaranya penulis mengkomparasikan proses
pelaksanaan rekrutmen, dari hasil penelitian yang
telah di

Demokrasi

atas terlihat Partai
telah

kemukakan di

Indonesia  Perjuangan
melaksanakan rekrutmen dua tahun sebelum
pemilu yaitu pada tahun 2012, sedangkan Partai
Demokrat di mulai pada tahun 2013 atau setahun
sebelum pemilu, jika dilihat dari jangka waktu
partai demokrasi Indonesia perjuangan jauh lebih
dahulu dari pada partai demokrat seharusnya
bisa di

Indonesia

jangka waktu  yang panjang ini
manfaatkan oleh partai demokrasi
perjuangan untuk mencari caleg-caleg yang

mampu bersaing dalam pemilu.

Kemudian jika di liat dari sistem

rekrutmenya partai demokrat mengunakan sistem



tertutup dalam artian partai demokrat hanya
merekrut dari kader-kader partai saja sedangkan
partai ~ demokrasi  indonesia  perjuangan
mengunakan sistem terbuka dalam artian tidak
hanya merekrut calon legislatif perempuan dari
kader-kader partai namun terbuka buat orang-
orang luar partai yang ingin ikut mendaftar
sebagai caleg, tentunya dengan sistem terbuka ini
partai demokrasi Indonesia perjuangan jauh lebih
di untungkan karena bisa merekrut orang-orang
yang
popalaritas dan kompetensi yang tinggi untuk

luar  partai sekiranya mempunyai

menang dalam pemilu.

Selanjutnya jika di lihat dari persyaratan
pendaftaran seorang caleg partai demokrasi

Indonesia perjuangan dan partai demokrat
hampir sama tidak terlalu banyak perbedaan
hanya saja memang partai demokrat hanya
memproritaskan kader-kader partai,namun jika di
lihat dari pelaksanaan tes seorang celeg yang
dilakukan kedua partai tersebut nampak partai
demokrasi Indonesia perjuangan melaksanakan
tes persikotes dan wawancara tatap muka
sedangkan partai demokrat melaksanakan tes
tertulis dan wawancara tatap muka namun yang
menariknya partai demokrat mempunyai team
survey yang mana team ini turun kelapangan
untuk mengetaui sejauh mana popularitas serta
kompetensi yang dimiliki seorang bakal caleg

yang akan di pilih.

Untuk mengetahui  komparasi  pola
rekrutmen calon legislatif perempuan yang di
gunakan oleh kedua partai tersebut dapat dilihat

pada table di bawah ini :

Table 111. Komparasi Jumlah Caleg Berdasarkan

Pola Rekrutmen

Jumlah Caleg
No Pola Rekrutmen DEMOKR
PDI
AT
1 Partishansip 10 4
2 Meritocratic 3 10
3 Compartementalizat | 4 4
ion
4 Survival 0 0
Jumlah 17 18

Dari data di atas menunjukan bahwa
jumlah calon legislatif perempuan kedua partai
tersebut tidak jauh berbeda , namun jika dilihat
dari pola yang digunakan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan menerapkan tiga pola
dalam proses rekruitmen calon legislatif
perempuan, yang mana pola tersebut antara lain
Partisanship, Meritocratic dan
Compartementalization.  Dari  ketiga pola
tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

lebih banyak menggunakan pola partisanship



dalam proses recruitmen calon legislatif
perempuan.

Sedangkan  Partai Demokrat juga
mengunakan ketiga pola tersebut dalam proses
rekrutmen caleg perempuanya, yakni
Partisanship, Meritocratic dan

Compartementalization. Namun Partai Demokrat
lebih banyak menggunakan pola Meritocratic
tersebut

dibandingkan pola lainnya, hal

dikarenakan Partai Demokrat dalam proses
lebih

memilih calon yang mempunyai loyalitas dan

rekrutmen calon legislatif perempuan

kompetensi yang tinggi.

Jika di lihat dari hasil pemilu legislatif
tahun 2014 di Provinsi Jambi, calon legislatif
perempuan yang di usung oleh PDIP sejumlah 17
orang yang di rekrut berdasarkan ketiga pola
tersebut mengalami kegagalan. Berbeda halnya
dengan Partai Demokrat dari 18 calon legislatif
perempuan yang di usung berdasarkan ketiga
pola di atas terdapat 4 di antaranya terpilih
menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi. Berikut
nama-nama keempat caleg perempuan yang

terpilih tersebut.

Table I1V. Daftar Caleg Perempuan Terpilih

Partai Demokrat

A.Fatah
2 | Hj. Sulianty 3 I |16.979
3 | Hj. Rohima 2 V | 15.207
4 | Dra.Hj. Nurhayati | 7 VI | 12.369

N | Nama Nmr Da | Jml

Urut pil | Suara

1 | Hj. Sopiah | 2 Il | 18.350

Sumber : DPD Partai Demokrat Tahun 2014

Dari data di atas dapat di ketahui bahwa
keempat calon legislatif perempuan dari Partai
Demokrat yang terpilih pada pemilu legislatif
tahun 2014 di Jambi di

berdasarkan  pola  meritocratic,keberhasilan

Provinsi rekrut
keempat caleg tersebut pada dasarnya tidak
terlepas dari ketokohan dan modal politik yang

dimilikinya.

Komparasi Faktor-faktor yang mempengaruhi

Pola Rekrutmen dan Partai Demokrat

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola

rekrutmen calon legislatif perempuan

berdasarkan hasil penelitian yang telah di
jabarkan oleh penulis diatas dapat di ketahui

bahwa komparasi antara Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat.
Pertama jika di liat dari proses rekrutmen caleg
perempuan pada tingkat internal, dimana Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan di dalam proses
kandidat  tidak

melibatkan Dewan Pimpinan Daerah Partai

pembuatan aturan  seleksi

namun aturan seleksi tersebut di buat langsung




oleh Dewan Pimpinan Pusat, yang mana dalam

proses pembuatanya dilakukan secara tertutup.

Jika di liat dari proses seleksi kandidatnya
ada beberapa tahapan yang di lakukan vyaitu
seleksi berkas dan serangkaian tes dimana berupa
tes wawancara dan persikotes. Sedangkan Partai
Demokrat dalam proses pembuatan aturan seleksi
caleg perempuan di lakukan secara terbuka
melibatkan seluruh kader-kader partai. Jika di liat
dari proses seleksi kandidatnya ada beberapa
tahapan di mulai dari proses seleksi berkas dan
tes wawancara namun yang menariknya Partai
Demokrat mempunyai tim survey untuk
mengetahui sejauh mana tingkat elektabilitas

yang dimiliki oleh bakal caleg tersebut.

Kedua jika di liat dari kandidat yang

menyatakan diri untuk mengikuti pemilihan
dimana kedua partai tersebut memiliki Kriteria
yang sama dalam penjaringan caleg perempuan.
Motivasi serta modal politik menjadi hal yang
paling utama dalam proses penilaian bakal caleg

yang akan di pilih oleh kedua partai tersebut.

Ketiga jika di liat dari permintaan
kelompok penentu kebijakan partai, Di mana
Partai Demokrat dalam proses penetapan caleg
perempuan yang akan di pilih dilakukan melaluhi
proses rapat terbuka panitia seleksi mempunyai
kewenangan untuk memutuskan caleg
perempuan yang akan di pilih, Sedangkan Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam proses

penetapan caleg di lakukan secara tertutup di
mana yang berhak untuk memutuskan bakal
caleg tepilih adalah Megawati Soekarno Putri

sebagai ketua umum.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas mengenai Pola
rekrutmen calon legislatif perempuan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai
Demokrat pada pemilu tahun 2014 di Provinsi
Jambi, penulis akan menyimpulkan pola
rekrutmen caleg perempuan dan faktor-faktor
mempengaruhi yang terdapat dalam rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Pola rekrutmen caleg perempuan Dewan
Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan dan Partai Demokrat pada pemilu
legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi terdiri

dari pola partisanship,meritocratic  dan

yang
membedakan pola yang di gunakan adalah
PDIP

compartementlization. Namun

lebih  dominan mengunakan pola
Partisanship sedangkan Partai Demokrat pola

meritocratic.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola

rekrutmen caleg perempuan Dewan Pimpinan
Daerah PDIP terdiri dari proses rekrutmen di

tingkat internal partai dan permintaan

kelompok  penentu  kebijakan  partai.



Sedangkan Partai Demokrat hanya di
pengaruhi oleh kandidat yang menyatakan diri

untuk ikut dalam pemilu.

2. Saran.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan
diatas, maka penulis ingin memberikan
beberapa saran yaitu :
1. Partai politik seharusnya melaksanakan

fungsi Partai di mana melaksanakan
pendidikan politik terhadap masyarakat
terutama terhadap kaum-kaum perempuan
agar kedepanya perempuan lebih besar lagi
peranya terhadap kemajuan suatu daerah
terutama di Provinsi Jambi.

2. Partai politik harus melaksanakan azas
kesetaraan perempuan di dalam

kepengurusan Partai maupun di dalam

proses pencalonan legislatif sehingga
kedepanya calon legislatif perempuan tidak
hanya sebagai pelengkap kuota 30% namun
benar-benar sebagai penyambung aspirasi
dari kaum perempuan.

3. Dalam merekrut Caleg perempuan baik
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

lebih

rekrutmen

maupun Partai Demokrat harus

memperketat dalam proses

Calegnya, hal ini untuk menghasilkan
Caleg perempuan yang lebih berkualitas
dan benar-benar bekerja untuk rakyat.

4. Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan dan

Partai Demokrat harus lebih kretif dan

inovativ dalam merancang pola rekrutmen
Caleg perempuan agar dapat menghasilkan
tahapan-tahapan rekrutmen baru yang
dapat memicu hadirnya Caleg yang lebih

berkualitas pada setiap periode pemilu.
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